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KATA PENGANTAR 

 

Om Swastyastu, Assalamuôalaikum Wr. Wb., Salam 

sejahtera untuk kita semua, Syalom, Namo Budhaya, 

Rahayu, Rahayu, Rahayu. 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas 

rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Interim 

Tri Wulan (TW) II Tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan (BBPOM) di Denpasar dapat diselesaikan 

tepat waktu. Laporan ini merupakan media dalam 

memastikan ketercapaian target organisasi secara 

terstruktur dan akuntabel serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas 

Perjanjian Kinerja Kepala BBPOM di Denpasar dengan Kepala Badan POM yang 

berisi informasi mengenai capaian kinerja Instansi Pemerintah, merupakan sarana 

evaluasi atas pencapaian visi, misi, tujuan organisasi dan pertanggungjawaban 

kinerja kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Tahun 2025 merupakan 

periode awal Sasaran Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana 

Strategis (Renstra) BBPOM di Denpasar dengan berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 

BBPOM di Denpasar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM 

mengemban tugas dan tanggung jawab yang semakin luas dan kompleks, sangat 

membutuhkan kerjasama/kolaborasi yang baik dengan lintas sektor dengan 

mensinergikan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan 

masing-masing. Dukungan masyarakat tidak kalah pentingnya dalam keberhasilan 

pencapaian kinerja BBPOM di Denpasar dalam pengawasan obat dan makanan 

karena masyarakat adalah penentu terakhir dalam memilah memilih produk tersebut 

untuk dikonsumsi atau tidak. 

Hasil evaluasi kinerja dalam Laporan Kinerja Interim TW II Tahun 2025 ini sebagai 

bentuk pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam 

pelayanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome 

yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

BBPOM di Denpasar menyusun Laporan Kinerja (Lapkin) Interim TW II Tahun 2025 

sebagai media pertanggungjawaban, sekaligus memberikan gambaran terkait 

keberhasilan BBPOM di Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai 

kewenangannya. Lapkin Interim TW II BBPOM di Denpasar merupakan bentuk 

pertanggungjawaban untuk pencapaian Sasaran Kegiatan yang didasarkan pada 

Perjanjian Kerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kerja Tahun 2025.  Terdapat 22 

kegiatan utama (RO) untuk menunjang pencapaian 9 Sasaran Kegiatan (SK) dan 25 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja yang 

dilakukan, secara garis besar diperoleh capaian kinerja BBPOM di Denpasar pada 

TW II Tahun 2025 sebagai berikut:  

1) BBPOM di Denpasar berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar 

dengan nilai sebesar 107,95% dengan kategori Sangat Baik 

2) BBPOM di Denpasar berhasil meningkatkan efektivitas Pengawasan Sarana 

Produksi Pangan Fortifikasi dengan nilai sebesar 100,00% dengan kategori Baik. 

3) BBPOM di Denpasar berhasil meningkatkan penguatan Lab Pengawasan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan nilai 103,09% 

dengan kategori Sangat Baik. 

4) BBPOM di Denpasar berhasil meningkatkan pendampingan UMKM dalam 

pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan nilai 100,00% dengan kategori 

Baik. 

5) BBPOM di Denpasar belum berhasil melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di 

bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT 

dengan nilai 100,00% dengan kategori Baik. 

6) BBPOM di Denpasar berhasil melaksanakan Penindakan Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan nilai 

113,33% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan 

7) BBPOM di Denpasar belum berhasil meningkatkan efektivitas KIE di masing-

masing wilayah kerja UPT dengan nilai 94,10% dengan kategori Baik. 
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8) Belum dapat mengukur capaian Sasaran Kegiatan Layanan Publik UPT yang 

Prima karena akan diukur pada akhir tahun 2025 

9) Belum dapat mengukur capaian Sasaran Kegiatan Terwujudnya Tatakelola 

Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal karena akan diukur pada akhir tahun 

2025 

Persentase capaian target Indikator Kinerja Utama BBPOM di Denpasar pada TW II 

tahun 2025 antara 63,33% sampai dengan 148,45%. Capaian terendah pada Indikator 

Jumlah Desa Pangan Aman (63,33%) karena pelaksanaan tahapan kegiatan hanya 

dilaksanakan di 2 desa dari target awal 4 desa. Hal ini disebabkan adanya efisiensi 

anggaran, sehingga persentase realisasi tahapan desa pangan aman sampai dengan 

bulan Juni tidak tercapai. Sedangkan capaian tertinggi pada indikator Persentase 

keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (148,45%), dimana capaiannya melebihi target 

karena lintas sektor telah 100% melakukan tindak lanjut terhadap semua surat 

rekomendasi dari Balai.   

Pada tahun 2025 BBPOM di Denpasar menetapkan 25 (dua puluh lima) Indikator 

Kegiatan Utama untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan, 

diperoleh 5 sasaran efisien, 1 sasaran tidak efisien dan 2 sasaran belum dapat diukur. 

Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh rentang antara -0,03 yaitu 

meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu 

sampai dengan 0,11 yaitu Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT. 

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Denpasar pada TW II Tahun 2025 adalah 

sebesar Rp. 12.849.044.327,- dari Pagu  yaitu Rp.28.351.883.000, sehingga 

persentase capaian sebesar 45,32% terhadap Pagu Rp 28.351.883.000,- (aplikasi 

OMSPAN), dan capaian sebesar 57,37% terhadap Pagu Rp 22.396.314.000,- 

(aplikasi SAKTI). 
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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan capaian pelaksanaan misi organisasi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai 

visi organisasi. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan 

kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan 

(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja 

tersebut. Dengan adanya laporan kinerja diharapkan dapat diketahui tingkat 

capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat 

kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan 

realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam 

menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran pada tahun mendatang. 

Badan POM sebagai instansi pemerintah yang diberikan kewenangan dalam 

melakukan pengawasan obat dan makanan beredar di Indonesia juga 

memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawabannya dalam 

bentuk laporan kinerja. Tantangan pengawasan Obat dan Makanan meliputi 

berbagai aspek yaitu aspek kesehatan, bagaimana menjamin produk Obat 

dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat 

dan mutu. Aspek sosial yaitu bagaimana meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar. Aspek ekonomi 

yaitu dengan mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan 

semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi Obat dan Makanan dengan 

tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk 

jaminan produk halal, dukungan pengembangan Obat dan Makanan baru, 

serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, 

meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal palsu, serta 

memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan. 
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Aspek keamanan nasional yaitu bagaimana meningkatkan penegakan 

hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang 

merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. Aspek 

teknologi yaitu bagaimana meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan 

berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran Obat dan 

Makanan daring di era Revolusi Industri 4.0. 

Menyikapi tantangan tersebut, BBPOM di Denpasar terus melakukan 

intensifikasi pengawasan dalam menangani maraknya peredaran Obat dan 

Makanan ilegal secara daring khususnya guna memberikan perlindungan 

bagi masyarakat terhadap risiko kesehatan dari Obat dan Makanan illegal. 

Maraknya peredaran obat tradisional tanpa izin edar di wilayah provinsi Bali 

juga patut menjadi perhatian. Obat tradisional tanpa izin edar tersebut 

sebagian besar mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang tentunya 

berisiko bagi kesehatan masyarakat karena diproduksi tanpa memenuhi 

persyaratan keamanan dan mutu serta kandungan BKO yang tidak 

terstandar. Menindaklanjuti hal tersebut, BBPOM di Denpasar melakukan 

berbagai operasi Penindakan juga dengan menerapkan inovasi, salah 

satunya inovasi Si BOTAK TAHAN KO (Inovasi Bina Obat Tradisional Aman 

Berkualitas Tanpa Bahan Kimia Obat.  

Menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas dan partisipasi 

masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mewujudukan 

keamanan pangan serta meningkatkan motivasi, komitmen dan peran aktif 

aparat pemerintah daerah melakukan kegiatan untuk mewujudkan 

keamanan pangan masih menjadi tantangan bagi BBPOM Denpasar. 

Program Desa Pangan Aman (PAMAN), Program Sekolah dengan PJAS 

Aman dan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang 

digiatkan oleh BBPOM Denpasaer diharapkan dapat menjawab tantangan 

tersebut. 

Peningkatan pemahaman pelaku usaha merupakan poin yang tidak kalah 

pentingnya dalam menjawab tantangan untuk menwujudkan aspek 
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keamanan dan mutu produk serta mendorong daya saing industri dengan 

mempermudah proses perijinan produk.  

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang 

melibatkan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk 

itu BBPOM di Denpasar  mengambil langkah-langkah yang bersifat 

mendasar, komprehensif, dan sistematik melalui kerjasama, komunikasi, 

sinergisme dan kolaborasi yang baik sehingga tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Salah satu bentuk 

langkah tersebut adalah melakukan penyusunan laporan kinerja secara 

konsisten, akurat, dan tepat waktu. Laporan Kinerja Interim TW II tahun 2025 

ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. 

 

1.2 Gambaran Umum Organisasi 

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat 

mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau 

tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. 

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan 

Makanan yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611), terdapat 2 (dua) Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di Provinsi Bali yaitu: 

1) BBPOM di Denpasar berlokasi di Kota Denpasar dengan wilayah kerja 

Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten 

Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli dan Kabupaten 

Klungkung. 

2) Loka POM di Kabupaten Buleleng berlokasi di Kabupaten Buleleng 

dengan wilayah kerja Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. 

UPT BPOM dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh 
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Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh 

Sekretaris Utama.  

BBPOM di Denpasar mempunyai tugas pokok dan fungsi unit kerja sebagai  

berikut : 

1) Tugas 

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2) Fungsi 

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas 

Obat dan Makanan, UPT BPOM memiliki fungsi sebagai berikut: 

(1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan  

(2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan 

(3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan 

dan fasilitas pelayanan kefarmasian 

(4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi 

Obat dan Makanan 

(5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan 

(6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan  

(7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan  

(8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka 

investigasi dan penyidikan 

(9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap 

pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan 

(10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui 

siber 

(11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan 

masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

(12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan  
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(13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan  

(14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga  

(15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Pemerintah Menyusun RPJMN 2025-2029. Rencana Starategis BPOM yang 

menjadi subsistem Pembangunan nasional disusun mengacu pada RPJMN 

2025-2029. Presiden terpilih telah menetapkan 8 misi Pembangunan yang 

dikenal sebagai ñAsta Citaò dalam RPJMN 2025-2029, Asta Cita tersebut 

diterjemahkan menjadi ñPrioritas Nasionalò sebagai berikut:  

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia 

(HAM) 

2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi 

kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 

3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong 

kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan 

pengembangan infrastruktur 

4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas 

5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah 

di dalam negeri 

6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan 

7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat 

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba 

8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan 

lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat 

beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur 
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1.3 Struktur Organisasi 

Bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam 

rangka mewujudkan organisasi UPT di lingkungan BPOM yang proporsional, 

efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, maka 

penataan organisasi dan tata kerja di UPT BPOM bersifat mandiri dengan 

susunan organisasi terdiri atas: 

1) Kepala;  

2) Bagian Tata Usaha; dan  

3) Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, 

program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, 

teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, 

urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, 

kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.  

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan 

fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan 

bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas, kelompok 

jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja 

untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, yang terdiri 

atas Ketua Tim dan Anggota Tim. 

Kepala UPT BPOM menyampaikan laporan kepada Kepala Badan 

mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 

Setiap pimpinan UPT BPOM harus menerapkan sistem pengendalian intern 

pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya 

mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.  
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BBPOM di Denpasar mempunyai struktur organisasi sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BBPOM di Denpasar 

 

1.4 Isu Strategis Organisasi  

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang 

melibatkan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk 

itu perlu dijalin Kerjasama, Komunikasi, Sinergisme dan Kolaborasi yang 

baik. Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan BPOM dapat 

meningkatkan kemandirian ekonomi utamanya daya saing Obat dan 

Makanan. Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan 

Program Manajemen Risiko secara mandiri dan terus menerus oleh 

produsen Obat dan Makanan.  

Ketersediaan tenaga pengawas merupakan tanggung jawab produsen. 

Namun BPOM perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya 

pengawas tersebut melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun 

media informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut. Tanpa meninggalkan 

tugas utama pengawasan, BPOM berupaya memberikan dukungan kepada 

pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam berusaha yaitu dengan 

memberikan insentif, clearing house, dan pendampingan regulatory. 
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BBPOM di Denpasar beralamat di Jalan Cut Nya Dien No. 5 Denpasar, 

dibangun di atas tanah seluas 5.000 m2 dengan status kepemilikan tanah 

atas nama Pemerintah RI Cq. Badan POM RI. Berdasarkan IMB No. 

02/1948/5258/DT/BPPTSP&PM/2013, luas total bangunan sebesar 3.625 

m2, terdiri dari tiga gedung bangunan utama yaitu Gedung Astina, Gedung 

Ayodya, dan Gedung Indraprasta.  

Untuk sarana penerangan menggunakan fasilitas PLN dengan daya 180 

KVA dan mesin Generator 100 KVA, sumber air bersih berasal dari PDAM 

Kota Denpasar dan sumur bor, serta untuk sarana telekomunikasi 

menggunakan Gmedia, empat saluran telepon: (0361) 223763, 234597, 

225395 dan 222159, serta email: bpom_denpasar@pom.go.id dan 

pomdenpasar@yahoo.co.id. Dalam rangka menambah jangkauan informasi 

pelayanan publik, BBPOM di Denpasar menggunakan media sosial 

Facebook (Ulpk Bpom Bali), Instagram (bpomdenpasar), 

X(@BPOMDenpasar), Tiktok (bpom.denpasar), dan Youtube (BBPOM 

Denpasar), serta nomor WhatsApp layanan publik 08113850533 untuk 

layanan informasi pengaduan dan 081138500522 untuk layanan sertifikasi. 

BBPOM di Denpasar telah terakreditasi ISO 17025 sejak tahun 2002 untuk 

Sistem Mutu Laboratorium Pengujian dan telah disertifikasi ISO 9001:2015 

sejak tahun 2010 untuk Sistem Mutu Manajemen, serta SNI ISO 37001:2016 

sejak tahun 2023 untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Untuk 

pengujian Narkotika dan Psikotropika, Laboratorium BBPOM di Denpasar 

merupakan Laboratorium Unggulan. Laboratorium Pengujian Pangan telah 

mengikuti uji profisiensi yang diselenggarakan oleh provider International 

(FAPAS, APLAC) sejak tahun 2012 begitu pula Laboratorium Terapetik 

sejak tahun 2019 (NOMCoL Asia Pacific Proficiency Test). BBPOM di 

Denpasar telah terhubung dalam sistem Indonesian National Single Window 

(INSW) dengan Bea Cukai sejak tahun 2015.  

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 

Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, cakupan wilayah kerja 
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dari BBPOM di Denpasar meliputi tujuh Kabupaten/Kota yaitu Kota 

Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, 

Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung. 

Wilayah kerja BBPOM di Denpasar, berdasarkan Peraturan Badan POM RI 

Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan 

Badan POM RI, adalah 7 wilayah administratif Provinsi Bali dengan luas 

wilayah 3.425,2 km2. Dengan sebaran jumah penduduk yaitu: Kabupaten 

Tabanan jiwa 469,340,000 , Kabupaten Badung jiwa 549,527,000, 

Kabupaten Gianyar jiwa 523,972,000, Kabupaten Klungkung jiwa 

214,012,000, Kabupaten Bangli jiwa 267,133,000, Kabupaten Karangasem 

jiwa 511,277,000, Kota Denpasar jiwa 726,808,000 dengan total jiwa 

3,262,069,000 

Jumlah sasaran pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan 

Makanan di Provinsi Bali sebanyak 6.384 sarana dengan rincian 2.658 

(41,64%) sarana produksi dan 3.726 (58,36%) sarana distribusi. Sarana 

produksi terbanyak adalah sarana produksi Pangan dengan jumlah 2.533 

(95,30%) sarana terdiri dari 210 sarana MD dan 2.323 sarana PIRT. Sarana 

produksi Obat Tradisional sebanyak 48 (1,80%) sarana terdiri dari 19 sarana 

Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), 28 sarana Usaha Kecil Obat 

Tradisional (UKOT) dan 1 sarana Industri Obat Tradisional (IOT), sedangkan 

sarana produksi Kosmetik sebanyak 77 (2,90%)sarana. Sarana distribusi 

terbanyak adalah sarana distribusi Terapetik dan Napza sebanyak 1.740 

(46,70%) sarana, berikutnya adalah sarana distribusi Pangan dan Bahan 

Berbahaya dengan jumlah 993 (26,65%) sarana, sarana distribusi Kosmetik 

sebanyak 757 (20,32%) sarana dan sarana distribusi Obat Tradisional dan 

Produk Suplemen Kesehatan sebanyak 236 (6,33%) sarana. 
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Isu-isu strategis baik  internal maupun eksternal  yang memiliki pengaruh 

besar terhadap kinerja BBPOM di Denpasar yaitu : 

1) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM 

Melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah ditetapkan 3 target pencapaian 

sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas 

organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan 

pelayanan publik.  Adapun pelaksanaan program reformasi birokrasi 

pada unit kerja diwujudkan dalam upaya Pembangunan Zona Integritas. 

Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang 

telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian 

PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi 

Pemerintah. Peraturan Menteri tersebut merupakan acuan bagi instansi 

pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan POM, Balai Besar 

POM di Denpasar senantiasa berkomitmen dalam melakukan 

pembangunan zona integritas. Komitmen ini ditunjukkan dengan telah 

diraihnya predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) pada 10 Desember 

2019 dari Kementerian PAN RB. Prestasi ini mendorong untuk terus 

menguatkan Reformasi Birokrasi dan melakukuan perbaikan 

berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengoptimalkan 

kinerja dalam memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat. Dan 

pada 6 Desember 2024, BBPOM di Denpasar berhasil meraih predikat 

WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) yang diserahkan oleh 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini 
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Widyantini kepada Kepala BBPOM di Denpasar. Prestasi ini merupakan 

hasil dari dukungan berbahagai pihak, termasuk stakeholder dan para 

pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar. 

2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik BBPOM di Denpasar dengan 

UPP Ramah Kelompok Rentan Kategori Terbaik dan tetap 

Mempertahankan Predikat Pelayanan Prima. 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Kementerian PAN-RB) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja 

penyelenggara pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang 

kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian 

dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan 

publik. Selain itu, telah dilaksanakan juga pemeringkatan berdasarkan 

hasil penilaian kinerja yang dilakukan, agar unit penyelenggara 

pelayanan publik yang dievaluasi dapat menentukan langkah-langkah 

perbaikan kedepannya, sehingga pelayanan prima sebagaimana 

diharapkan oleh masyarakat dapat direalisasikan. 

Aspek yang dinilai yaitu Aspek Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme 

SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi 

dan Pengaduan serta Inovasi, sesuai dengan PermenPAN-RB tentang 

Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

BBPOM di Denpasar telah menerapkan Standar Pelayanan yang telah 

ditetapkan dan disusun secara mandiri dengan melibatkan tokoh 

masyarakat, LSM, akademisi dan pelaku usaha dan memperhatikan 

masukan masyarakat melalui pengaduan serta hasil Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM). Standar pelayanan, Maklumat Pelayanan dan hasil 

SKM juga diumumkan secara berkala dalam segala bentuk publikasi. 

Sarana dan Prasarana yang disediakan juga memenuhi kriteria lengkap, 

nyaman dan aman, dilayani oleh SDM yang professional, berintegritas, 

inovatif dan responsif melalui motto 5S (Sambut dengan Senyum dan 

Salam didasari Semangat melayani untuk memberi Solusi) dengan 

konsep Melayani Sepenuh Hati. 
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Peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah dicapai oleh BBPOM 

di Denpasar dari tahun 2020 s.d. sekarang baik melalui penilaian internal 

Badan POM maupun eksternal dari Kementerian PANRB, adalah 

sebagai berikut: Tahun 2020 memperoleh Predikat Pelayanan Prima 

dengan nilai Indeks Pelayanan Publik 4.52, tahun 2021 dengan nilai 4.66 

dan tahun 2022 sebesar 4.95 dan 2023 sebesar 4,89. Sedangkan hasil 

penilaian eksternal dari Kementerian PANRB  yaitu pada tahun 2020,  

BBPOM di Denpasar meraih predikat Sangat Baik dengan Indeks 

Pelayanan Publik 4.50 dan Tahun 2021, BBPOM di Denpasar meraih 

penghargaan UPP dengan kategori prima dengan nilai IPP sebesar 4.51. 

Sudah menjadi kewajiban bagi pimpinan bersama seluruh staf untuk 

berkomitmen melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung 

penguatan kinerja penyelenggaraan unit pelayanan publik secara 

konsisten dan hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 

sebesar 4,95. Mulai tahun 2023, UPP BBPOM di Denpasar memperoleh 

predikat sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Penyedia Sarana 

Prasarana Ramah Kelompok Rentan dengan kategori Terbaik dari 

Kementerian PANRB dan konsisten diimplementasikan pada tahun 2024.  

3) Program Prioritas Nasional 

Intervensi Keamanan Pangan kepada Desa, sekolah dan pasar dalam 

menerapkan keamanan pangan bertujuan meningkatkan kemandirian 

masyarakat desa dalam melakukan pengawasan keamanan pangan di 

lingkungannya, menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia 

sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas 

sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan 

yang baik, serta kemandirian pengelola pasar untuk mengawasi bahan 

baku pangan dan produk pangan yang didistribusikan tidak mengandung 

bahan berbahaya yang sering ditambahkan ke produk pangan. 

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa 

yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan 
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kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

dan desa di daerah destinasi wisata. 

Untuk sekolah yang diintervensi kriterianya adalah memiliki Kader 

Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan 

pangan kepada komunitas sekolah dan mempunyai dokumen rencana 

aksi program keamanan pangan. Sedangkan untuk pasar yang 

diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk 

pasar di daerah destinasi wisata. 

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Program prioritas nasional yang 

telah dilaksanakan di Desa, sekolah dan pasar dalam 

mengimplementasikan Keamanan Pangan dan penyediakan anggaran 

untuk keberlanjutan program ini baik di APBDes maupun APBD maka 

Badan POM menyelenggarakan lomba Keamanan Pangan.  

Desa, Sekolah dan Pasar yang diajukan untuk mengikuti lomba, 

menyampaikan proposal terkait program Keamanan Pangan dan 

rencana aksi yang telah dilaksanakan dengan menggunakan anggaran 

APBDes maupun APBD. Keikutsertaan dalam lomba Keamanan Pangan 

memotivasi baik Desa, Sekolah dan Pasar agar senantiasa konsisten 

menerapkan Keamanan Pangan di lingkungan masing-masing. Pada 

tahun 2024, Desa Dawan Kelod berhasil meraih juara 1 Desa Pangan 

Aman, Pasar Adat Desa Blahkiuh meraih juara 2 Lomba Pasar Pangan 

Aman Berbasis Komunitas. dan SMP Negeri 3 Bangli meraih juara 3 

Sekolah dengan PJAS aman untuk wilayah Regional Tengah.  

4) Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (Integrated Management 

System) Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

BPOM telah menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, 

memelihara dan secara berkelanjutan meninjau sistem manajemen yang 

sesuai dengan persyaratan SNI ISO 9001:2015, SNI ISO 45001:2018, 

SNI ISO 37001:2016, dan SNI ISO/IEC 27001:2013 serta mendukung 

konsistensi pemenuhan persyaratan umum; persyaratan struktural; 
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persyaratan sumber daya dan persyaratan proses sesuai dengan 

persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO 17034:2016, dan SNI 

ISO/IEC 17043:2010. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan 

Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 421 Tahun 2024 Tentang 

Perubahan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 133 Tahun 2024 Tentang Penerapan Sistem Manajemen 

Terintegrasi (Integrated Management System) Badan Pengawas Obat 

Dan Makanan yang Menetapkan dan memberlakukan Sistem 

Manajemen Terintegrasi (Integrated Management System) Badan 

Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut IMS BPOM. 

Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi BPOM mengacu pada 

persyaratan SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO 

17034:2016, SNI ISO/IEC 17043:2010, SNI ISO 37001:2016, SNI ISO 

45001:2018, SNI ISO/IEC 27001:2013, Standar PIC/S Quality System 

Requirement for Pharmaceutical Inspectorate (PI 002-3, 2007), WHO 

TRS 957:2010 Annex 1, dan Pedoman WHO lainnya yang relevan. 

Pelaksanaan Sistem Manajemen BPOM merupakan bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

sebagaimana diamanatkan pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 65 

Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Berbasis Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. Sistem Manajemen BPOM terus 

dibangun menuju penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (Integrated 

Management System) yang meliputi integrasi proses (Integrated 

Process), integrasi risiko (Integrated Risk) dan integrasi audit (Integrated 

Audits). Pelaksanaan Sistem Manajemen Terintegrasi meliputi seluruh 

unit kerja di lingkungan BPOM yaitu Manajemen Puncak, 6 (enam) unit 

kerja Tingkat Eselon I Pusat dan 30 Unit Kerja Tingkat Eselon II Pusat, 3 

(tiga) Balai di Pusat Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan 

Nasional, 42 Balai Besar/Balai POM dan 34 Loka POM. Adapun lingkup 

penerapan dan pemeliharaan (surveilan) sistem manajemen pada 
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masing-masing Unit Kerja sebagaimana termuat dalam Anak Lampiran 

3. Matriks Ruang Lingkup Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi. 

BBPOM di Denpasar telah menerapkan Sistem Manajemen Terintegrasi 

yang merupakan kerangka kerja lengkap dan telah menggabungkan 

semua aspek dari sistem, proses bisnis, dan standar organisasi mengacu 

pada standar dan persyaratan internasional untuk mempermudah 

penerapan sistem manajemen secara konsisten, mengurangi birokrasi, 

mengurangi biaya pemeliharaan sistem, dan menghemat waktu hingga 

meningkatkan efisiensi kerja melalui optimalisasi proses dan sumber 

daya. 

5) Kapasitas dan Kapabilitas Serta Regionalisasi Laboratorium 

Pengujian 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, serta 

perubahan gaya hidup konsumen menjadikan produk Obat dan Makanan 

semakin beragam. Laboratorium memegang peran yang sangat strategis 

sebagai tulang punggung (backbone) pengawasan Obat dan Makanan 

yang efektif dengan menyediakan hasil uji yang valid atas parameter 

keamanan, mutu, dan manfaat/khasiat produk. Jika berdasarkan hasil 

pengujian laboratorium suatu produk dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat 

(TMS), maka dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan lain yang 

diperlukan sehingga masyarakat terhindar dari Obat dan Makanan yang 

tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Peningkatan kemampuan 

laboratorium pengujian terus dilakukan yang meliputi pengembangan 

kompetensi SDM, instrumen maupun Standar Ruang Lingkup. Mengingat 

keterbatasan sumber daya, maka peningkatan kemampuan laboratorium 

pengujian tidak dapat dilakukan sekaligus, sehingga perlu disusun Grand 

Design Pengembangan Laboratorium Pengujian BPOM. 

Sejak awal tahun 2022, BPOM telah menerapkan sistem ñRegionalisasi 

Laboratoriumò dimana laboratorium Balai Besar/Balai POM di seluruh 

Indonesia dibagi menjadi 7 (tujuh) region, antara lain Balai Besar POM di 
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Padang, Pekanbaru, DKI Jakarta, Samarinda, Makassar, Manado, dan 

Denpasar. BBPOM di Denpasar ditunjuk sebagai balai koordinator untuk 

regional VII (Tujuh) guna mengimplementasikan sistem regionalisasi 

laboratorium sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Sebagai Balai 

Koordinator, BBPOM di Denpasar senantiasa menjalin koordinasi 

dengan baik antar-balai dalam satu region, antar-region, maupun dengan 

unit kerja, termasuk dalam menyusun Plan of Action (PoA) waktu 

sampling, mengoordinasikan jenis sampel dan waktu pelaksanaan 

sampling seluruh balai anggota, melakukan monitoring pelaksanaan 

sampling dan pengujian, dan melaporkan melalui Sistem Informasi 

Pelaporan Terpadu (SIPT). Namun berdasarkan kajian dari P3OMN 

sejak bulan Juli Tahun 2023, koordinator wilayah 7 yang yang semula 

dikoordinir BBPOM di Denpasar digantikan oleh BBPOM di Surabaya. 

Implementasi regionalisasi laboratorium ini perlu terus dilakukan 

monitoring dan evaluasi sehingga apa yang menjadi tujuan yaitu 

meningkatkan efesiensi sumber daya dan efektivitas pengujian dapat 

tercapai. 

6) Inisiasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sub Bidang 

Pengawasan Obat dan Makanan 

Badan POM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan sesuai 

dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan 

Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, berinisiasi 

mengusulkan kembali Alokasi DAK Non Fisik Bidang Pengawasan Obat 

dan Makanan tahun 2024 kepada Bappenas dan Kementerian 

Keuangan. Usulan Alokasi DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan 

Makanan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan 

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan sarana Pelayanan 

Kefarmasian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

agar sesuai dengan standar/ketentuan, serta untuk meningkatkan 

pemahaman pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan tentang Cara 
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Produksi Pangan Olahan Yang Baik dan Keamanan Pangan sehingga 

diharapkan keamanan dan mutu produk Pangan Industri Rumah Tangga 

(PIRT) yang beredar terjamin sehingga dapat bersaing di pasar modern 

baik pasar domestik maupun internasional serta peningkatan 

pemahaman petugas pengelola sarana pelayanan kefarmasian dalam 

mengelola obat. 

DAK sendiri dapat dianggarkan apabila ada permintaan dari 

Kabupaten/Kota atau Provinsi, oleh sebab itu melalui acara 

Rakortekrenbang yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri 

dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan 

Pengawas Obat dan Makanan mengingatkan tugas fungsi Pemerintah 

Kabupaten/Kota dan Provinsi terkait pembinaan dan pengawasan Obat 

dan Makanan. Rakortekrenbang ini sebetulnya merupakan ajang untuk 

mensinkronisasikan antara dana APBD dengan dana dekonsentrasi 

Kementerian/Lembaga. Badan POM tidak mempunyai dana 

dekonsentrasi, namun meminta kepada daerah untuk melakukan tagging 

indikator sehingga dapat dianggarkan di dana APBD masing-masing 

daerah. 

7) Maraknya Peredaran Obat Dan Makanan Ilegal  

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, turut 

membawa dampak pada perubahan dan perkembangan peredaran obat 

dan makanan illegal. Pelaku tindak pidana bidang obat dan makanan 

berkembang ke arah transaksi atau penjualan yang dilakukan secara 

daring. Modus yang digunakan para pelaku dengan mengunakan media 

sosial seperti Instagram dan Facebook maupun E-commerce melalui 

market place seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lainnya, pembelian 

dari penjual keliling (sales), maupun melalui jasa titipan secara 

perorangan (JasTip). 

Distribusi produk Obat dan Makanan illegal di wilayah Proivinsi Bali 

antara lain melalui penjualan secara langsung pada toko, swalayan, 
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salon dan secara perorangan selain itu juga terdapat metode penjualan 

secara online menggunakan media sosial sebagai metode pemasaran 

dan/atau menggunakan marketplace. 

Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan peredaran Obat dan Makanan 

secara daring tahun 2024, BBPOM di Denpasar telah mengajukan 

rekomendasi Takedown kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan, 

dengan total sebanyak 111 tautan dan 101 tautan tersebut telah 

dilakukan Takedown. 

Maraknya penjualan Obat dan Makanan secara daring semakin 

meningkatkan potensi penyalahgunaan Obat dan Makanan dan 

penyebarannya secara illegal, termasuk produk palsu. Konsumen perlu 

waspada karena banyak penjualan produk secara daring yang dilakukan 

tanpa mengikuti kaidah pengaturan pada penjualan konvensional. 

Identitas penjual pada penjualan secara daring saat ini sering kali 

disamarkan, dan ironisnya penjualan tersebut melibatkan tenaga dan 

sarana yang tidak berwenang dalam pengelolaan Obat dan Makanan. 

Perkembangan ini, khususnya di wilayah Provinsi Bali, menjadi 

tantangan BBPOM di Denpasar dalam menangani maraknya peredaran 

Obat dan Makanan ilegal secara daring tersebut guna memberikan 

perlindungan bagi masyarakat terhadap risiko kesehatan dari Obat dan 

Makanan ilegal tersebut. Selain itu, masih tingginya peredaran obat 

tradisional tanpa izin edar di wilayah provinsi Bali juga patut menjadi 

perhatian. Obat tradisional tanpa izin edar tersebut Sebagian besar 

mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang tentunya berisiko bagi 

Kesehatan masyarakat karena diproduksi tanpa memenuhi persyaratan 

keamanan dan mutu serta kandungan BKO yang tidak terstandar. 

BBPOM di Denpasar terus aktif memerangi hal tersebut, baik melalui 

berbagai operasi Penindakan juga dengan menerapkan inovasi, salah 

satunya inovasi Si BOTAK TAHAN KO (Inovasi Bina Obat Tradisional 

Aman Berkualitas Tanpa Bahan Kimia Obat. Hal ini dilakukan sebagai 

bentuk komitmen BBPOM di Denpasar dalam melindungi dan menjamin 
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Kesehatan masyarakat dengan penggunaan obat, makanan, dan obat 

tradisional yang aman bagi kesehatan. 

8) Pendampingan UMKM  

Pola pikir masyarakat terkait proses pendaftaran izin edar pangan 

olahan, obat tradisional dan kosmetik yang mahal, sulit, dan lama 

menjadi tantangan BPOM dalam sertifikasi dan registrasi produk obat 

dan makanan. Kurangnya pemahaman tentang syarat, prosedur, serta 

pembiayaan yang harus ditanggung pelaku usaha juga menjadi 

tantangan tersendiri. Pembiayaan mencakup pengujian laboratorium dan 

biaya registrasi produk dirasakan berat khususnya untuk pelaku usaha 

UMKM. 

Tantangan ini dijawab melalui pendampingan UMKM Obat dan Makanan 

yang dikemas dalam inovasi GEBYAR UMKM Bali. Kegiatan inovasi ini 

dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan mulai dari awal sampai 

memperoleh Nomor Izin Edar dengan sinergi serta kolaborasi bersama 

dengan Fasilitator Nasional/Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, stake 

holder, asosiasi, akademisi, Corporate Social Responsibility (CSR) dan 

mahasiswa PKL/MBKM. Implementasi inovasi GEBYAR UMKM Bali 

menunjukkan terjadinya peningkatan perolehan Sertifikat CPOTB (Cara 

Pembuatan Obat Tradisional yang Baik), IP CPPOB (Ijin Penerapan Cara 

Produksi Pangan Olahan yang Baik) dan SPA CPKB (Cara Pembuatan 

Kosmetik yang Baik) serta Nomor Izin Edar Produk UMKM Obat 

tradisonal, kosmetik dan Makanan di Provinsi Bali. 

9) Dukungan strategis BBPOM di Denpasar terhadap sektor pariwisata 

di Bali. 

Sektor pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian sebagian 

besar masyarakat di Bali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 

jumlah wisatawan mancanegara sampai dengan akhir tahun 2024 

mengalami peningkatan serta kenaikan pada peningkatan lapangan 

kerja. Perekonomian Bali tumbuh 5,43 persen dalam kurun waktu 
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setahun yang didorong oleh peningkatan transaksi keuangan dan 

kenaikan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. BBPOM di 

Denpasar turut mendukung sektor pariwisata, dalam bentuk upaya 

menjaga kualitas dan keamanan pangan di daerah obyek wisata, salah 

satunya adalah Pura Besakih. Dilakukan pengawalan keamanan pangan 

area kuliner pura berkolaborasi dengan Badan Pengelola Fasilitas Pura 

Besakih dan lintas sektor terkait Kabupaten Karangasem sebagai wujud 

nyata komitmen bersama dalam menjaga kesehatan Masyarakat dan 

wisatawan pengunjung.  

Provinsi Bali sebagai salah satu destinasi wisata dunia juga sering 

menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan baik skala nasional maupun 

internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, BBPOM di Denpasar 

melakukan pengawalan keamanan pangan olahan di sarana pengolahan 

pangan siap saji di hotel tempat acara melalui kegiatan Kitchen 

Inspection yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung untuk 

mengecek bahan baku, penyimpanan, pengolahan, penyajian, serta 

peralatan yang dipakai saat penyajian terkait sanitasi, hygiene, dan 

keamanan serta mutunya. Saat hari kegiatan dilakukan pengujian 

makanan yang akan disajikan ke peserta kegiatan melalui food security 

dengan melakukan pengujian kimia secara rapid test terhadap parameter 

Sianida, Logam berat Timbal (Pb), Arsen (As), Formalin, dan Nitrit. 
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2 BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

2.1 Uraian Singkat Renstra 

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang berisi 

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan suatu organisasi. 

Renstra disusun untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra menjadi pedoman 

dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan organisasi. 

Renstra disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta 

mempertimbangkan kondisi nyata dan sumber daya yang dimiliki. 

2.1.1 Visi dan Misi 

Dalam melaksanakan kegiatan BBPOM di Denpasar berpedoman pada Visi 

dan Misi Badan POM sebagai induk organisasi.  

1) Visi 

Badan POM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. 

Dalam penyusunan visi, Badan POM berpedoman pada visi Presiden 

terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu Bersama Indonesia 

Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka visi 

yang diusung Badan POM untuk renstra 2025-2029 adalah sebagai 

berikut. 

ñTerwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, 

bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat 

bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045ò 

Rumusan visi Badan POM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan 

komitmen Badan POM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui 

pengawasan produk sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

komprehensif dan berkelanjutan. 
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2) Misi 

Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai 

berikut: 

(1) Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh 

komponen bangsa. 

(2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM 

dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan 

berdaya saing. 

(3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui 

kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. 

(4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk 

memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 

2.1.2 Tujuan 

Tujuan mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan 

terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan 

kualitas organisasi, sebagai berikut:  

1) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan 

Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan 

bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran 

memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan 

landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan 

akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas. 

2) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, 

BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan 

masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang 

aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong 
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masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung 

jawab dalam konsumsi obat dan makanan. 

3) Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya 

Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta 

Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini 

menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya 

memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan 

usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri 

nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa. 

4) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM 

dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, 

melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran 

yang dapat membahayakan kesehatan publik. 

5) Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan 

Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM 

berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja 

organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, 

responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan 

kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan 

BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima. 

2.1.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 

Visi, misi dan tujuan organisasi dijabarkan ke dalam Sasaran Kegiatan 

BBPOM di Denpasar, yang menggambarkan rencana target yang akan 

dihasilkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya dijabarkan 

dalam rencana target indikator kinerja tahunan yang harus dicapai disertai 

alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program/kegiatan 

yang mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan setiap tahun selama 

periode renstra. 



 

24 
 

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi BPOM sesuai 

Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM telah 

menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan yang diadopsi BBPOM di 

Denpasar menjadi 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 25 (duapuluh 

lima) Indikator Kinerja. Indikator Kinerja Utama tahun 2025 ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Kepala BBPOM di Denpasar No. 

HK.02.02.13A.13A1.02.25.52 Tahun 2025, Tanggal 5 Februari 2025 tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Lingkungan 

BBPOM di Denpasar. 

 

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan 

Kementerian/ Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan 

penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan 

akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/ kerja melalui berbagai kegiatan 

tahunan. Penyusunan RKT meliputi Sasaran Kegiatan, sasaran program, 

Sasaran Kegiatan utama, Indikator Kinerja sasaran/ Indikator Kinerja utama 

(IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Selain 

mengacu pada Renstra, RKT disusun dengan mempertimbangkan hasil 

monitoring dan evaluasi yang tercantum dalam Laporan Kinerja (interim dan 

tahunan), sehingga memungkinkan terjadinya perubahan/penyesuaian 

Sasaran Kegiatan, sasaran program, Sasaran Kegiatan utama, Indikator 

Kinerja sasaran/ Indikator Kinerja utama (IKU), dan target. Penyusunan 

Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Denpasar bertujuan sebagai 

pedoman/ acuan pelaksanaan dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai 

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.  Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja 

Utama, dan Target Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Surat 

Keputusan Kepala BBPOM di Denpasar Nomor PR.02.02.13A.09.24.284 

Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja BBPOM di Denpasar Tahun 2025 

tertanggal 17 September 2024 adalah sebagaimana Tabel 2.1 berikut. 
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Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

TAHUNAN 

a b   C d 

1 Meningkatnya efektivitas 
pengawasan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan di wilayah 
kerja UPT 

1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko 
yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

86 

2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan 
yang telah melaporkan KTD/ESO 

26 

3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko 
yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

85 

4 Persentase sampel KLB keracunan pangan 
yang diuji sesuai standar oleh UPT 

100 

5 Persentase sampel PIRT berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

85 

6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil 
pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan 
Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 

85 

7 Persentase sarana produksi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

87 

8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan 
yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

85 

9 Persentase sarana distribusi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

94,88 

10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan 
yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

80 

11 Persentase iklan sediaan farmasi dan 
pangan olahan yang diawasi sesuai 
ketentuan 

92,12 

2 Meningkatnya Efektivitas 
Pengawasan Sarana Produksi 
Pangan Fortifikasi 

12 Persentase sarana produksi pangan 
fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

67 

3 Menguatnya Lab Pengawasan 
Sediaan Farmasi dan Pangan 
Olahan di wilayah kerja UPT 

13 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan 
Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai 
Standar Kemampuan Laboratorium 

81,4 

4 

Meningkatnya efektivitas KIE 
di masing-masing wilayah 
kerja UPT 

14 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 

89,02 

15 Jumlah Sekolah yang melaksanakan 
pembudayaan keamanan pangan 

13 

16 Jumlah desa pangan aman 4 

17 Jumlah pasar pangan aman berbasis 
komunitas 

1 

5 Meningkatnya pendampingan 
UMKM dalam pemenuhan 
standar keamanan dan mutu 

18 Persentase UMKM yang didampingi dan 
memperoleh rekomendasi sertifikat cara 
pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP 
CPPOB pangan olahan 

91 
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NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

TAHUNAN 

6 Terlaksananya Penindakan 
Kejahatan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan yang 
efektif di wilayah kerja UPT 

19 Persentase Keberhasilan Penyidikan 
Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan 
Olahan di UPT 

90 

7 Terlaksananya kegiatan 
deteksi kejahatan di bidang 
Sediaan Farmasi dan Pangan 
Olahan yang efektif di wilayah 
kerja UPT 

20 Persentase Laporan Analisis Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 
diselesaikan sesuai standar 

90 

8 Layanan Publik UPT yang 
prima 

21 Indeks Pelayanan Publik UPT 4,7 

9 Terwujudnya tatakelola 
pemerintah Unit Organisasi 
yang optimal 

22 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 91,92 

23 Nilai AKIP UPT BPOM 79,68 

24 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 5 

25 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 2,9 

 

2.3 Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan 

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih 

rendah untuk melaksanakan Program/ Kegiatan disertai dengan Indikator 

Kinerja. PK berisi Indikator Kinerja terukur yang dapat menggambarkan 

keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja (disebut 

juga PK level organisasi). PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan 

wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik 

sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun dana (anggaran). 

Dalam pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja dalam PK harus didukung 

oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Dalam rangka 

pencapaian sasaran dan target Indikator Kinerja, PK level organisasi harus 

didukung dengan PK level individu yaitu Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).  

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada tanggal 12 

Februari 2025, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja 

BBPOM di Denpasar Tahun 2025 antara Kepala BBPOM di Denpasar 

selaku pihak Pertama dengan Kepala Badan POM RI sebagai pihak Kedua. 
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Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai dengan yang 

tercantum pada lampiran Perjanjian Kinerja tersebut, dalam rangka 

mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan 

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian 

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab dari pihak Pertama. 

Sedangkan, Pihak Kedua akan melakukan supervisi, evaluasi terhadap 

capaian kinerja dari perjanjian kinerja tersebut dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Perjanjian 

Kinerja dapat dilihat sebagaimana Gambar 2.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 
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2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) disusun dalam rangka 

melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap implementasi dari 

kegiatan dan anggaran yang mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan dan 

Indikator Kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. RAPK 

memuat target kinerja per bulan dan anggaran per Indikator Kinerja. 

Evaluasi terhadap PK dilakukan dengan cara membandingkan target 

rencana aksi dengan realisasi dilengkapi dengan informasi capaian atas 

target rencana aksi yang telah ditetapkan. RAPK tahun 2025 disusun pada 

tanggal 12 Februari 2025 adalah sebagaimana Gambar 2.2 di bawah ini. 
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Gambar 2.2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Denpasar Tahun 2025 

 

Pada Tanggal 10 Juni 2025 telah dibuat Perubahan RAPK karena adanya 

perubahan target bulanan pada indikator Persentase Cakupan Sarana 

Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan. Usulan perubahan disampaikan melalui Surat Usulan Kepala 

Balai Besar POM di Denpasar Nomor PR.07.01.13A.05.25.182 tanggal 27 

Mei 2025 perihal Usulan Perubahan Target RAPK Bulanan Tahun 2025, 

yang ditanggapi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan melalui surat 

nomor B-PR.07.21.06.25.175, tanggal 4 Juni 2025 dengan rincian 

perubahan sebagai berikut untuk target dengan Indikator Kinerja Persentase 

Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada kolom b4 menjadi 16,75; kolom b5 

menjadi 33,3 dan kolom b6 menjadi 50. Untuk selengkapnya RAPK BBPOM 

di Denpasar menjadi seperti Gambar 2.3 dibawah ini: 
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